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ABSTRAK 
 
ZULFIKAWATI (B111 11 017), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makassar : 2012-2014), dibimbing 
oleh Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku 
Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
perdagangan wanita di Kota Makassar, dan untuk mengetahui upaya apa yang 
dilakukan oleh aparat  kepolisian dalam menanggulangi perdagangan orang di 
Kota Makassar.  
 
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Dimana dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan 
melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara sedangkan data 
sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, 
serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.  
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab 
terjadinya perdagangan wanita di Kota Makassar antara lain karena. 
kemiskinan,kemalasan, krisis ekonomi, pernikahan dini, rendahnya pendidikan, 
lemahnya penegakan hukum, dan minimnya kesempatan kerja. 2) Upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam 
menanggulangi  perdagangan wanita di Kota Makassar antara lain: Upaya 
pencegahan adalah memberikan sosialisasi, bekerjasama dengan pemerintah, 
menyadarkan masyarakat, dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif. 
Upaya penanggulangan adalah karena salah satu faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan, maka dari itu perlu adanya 
perluasan lapangan pekerjaan, Aparat penegak hukum harus betul-betul serius 
menindas pelaku-pelaku perdagangan orang hingga jerah, Peran serta negara juga 
sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita 
dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang 
berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah 
untuk memahami kejahatan itu sendiri.  
Fungsi hukum menurut E. A Hobel sebagaimana yang dikutip oleh 
Lili Rasyidi (www.perdagangan perempuan dan anak.com), mengemukakan 
bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting yaitu menjaga keutuhan 
masyarakat.Implementasi dari fungsi hukum tersebut, maka Negara Indonesia 
sebagai Negara Hukum dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan 
masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa 
Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan 
kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara 
konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain 
dari praktek-praktek perdagangan, khususnya perdagangan wanita dan 
bentuk-bentuk eksploitasinya. 
Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak 
yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib wanita, yaitu 
berkaitan dengan perdagangan wanita (women trafficking). Perdagangan 
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wanita yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat 
kemanusiaan. Sisi global, perdagangan wanita merupakan suatu kejahatan 
terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai 
kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu 
negara sumber dan transit perdagangan wanita internasional, khususnya untuk 
tujuan seks komersial dan buruh di dunia. 
Perdagangan wanita (women trafficking) terjadi dalam berbagai 
bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan 
eksploitatif sektor informal, perekrutan untuk industri seks, perbudakan 
berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima 
masyarakat.Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia muncul 
pertanyaan apakah pemerintah sudah mengantisipasi permasalahan tersebut 
dan upaya-upaya apa yang sudah dan akan dilakukan. 
Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada 
dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu : “Perdagangan wanita dan 
perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun”. 
Ketentuan  KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan 
orang yang tegas secara hukum. Disamping itu Pasal 297 KUHP memberikan 
sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita 
oleh korban akibat kejahatan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. 
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Untuk tujuan tersebut, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan 
menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk 
dari eksploitasi, termasuk perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual, baik 
yang dilakukan didalam wilayah dalam negeri ataupun secara antar Negara, 
dan baik dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi. 
UU PTPPO mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek 
penting dalam penegakan hukum, yang dimaksud memberikan perlindungan 
dasar kepada saksi dan korban adalah menyimpan identitas, alamat, dan lain-
lainnya. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar 
terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang 
dalam bentuk hak retitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana 
perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga 
hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi 
yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami 
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 
UU PTPPO juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk 
melaksanakan protocol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang 
mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan 
orang khususnya wanita dan anak (protocol Palermo) yang telah ditangani 
oleh pemerintah Indonesia.(Irsan Koesparnomo, 2008:143). 
Banyak wanita yang baru dewasa yang terjebak dalam perdagangan 
wanita, karena wanita yang baru dewasa biasanya labil dalam memilih teman 
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atau pergaulan, maka ini akan menjadi sasaran empuk dari pelaku 
perdagangan wanita (women trafficking). Banyaknya praktek perdagangan 
manusia khususnya terhadap wanita yang belum dapat ditindak lanjuti 
sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan hukuman yang tepat atau sesuai 
kepada pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di 
Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan 
mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu penulis 
bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir 
(Skripsi) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul 
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERDAGANGAN 
ORANG  (Studi Kasus Kota  Makassar : 2012-2014) ”.    
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perdagangan orang di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap perdagangan orang di Kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian yaitu: 
 5 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perdagangan 
orang di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan terhadap perdagangan orang di 
Kota Makassar 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan secara umum, hukum pidana dan kriminologi. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai 
pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum, 
masyarakat umum dan terlebih kepada orang tua dalam mengatasi dan 
meminimalisir kejahatan perdagangan orang di Kota Makassar. 
3. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian 
studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan diharapkan 
dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara kedepannya.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
ditemukanoleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis 
(A.S. Alam, 2010:1).Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime 
yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
Selanjutnya, Edwin H. Sutherland (A.S.Alam, 2010:1), 
mengemukakan pandangannya mengenai kriminologi bahwa 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes 
as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”. 
Sedangkan menurut W.A. Bonger (A.S.Alam, 2010:2), kriminologi  
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
yang seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi 
kriminologi murni ke dalam 5 (lima) bentuk yang mencakup:  
a. AntropologiKriminal 
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 
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tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada 
hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat 
yang ingin  menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat. 
c. Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal 
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. 
e. Penologi 
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas  maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada  dasarnya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. 
2. RuangLingkupKriminologi 
Ruang lingkup pembahasan kriminologi menurut A.S.Alam 
(2010:2) meliputi tiga hal pokok, yaitu: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) yang meliputi: 
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a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 
prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 
perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the 
Breaking laws) meliputi: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
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Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang 
ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya 
yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan 
atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam 
masyarakat. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi 
Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangatrelatif, 
yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian itu.  
Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua 
sudut pandang. 
Pertama, dari sudut pandang hukum( a Crime from the legel point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana.Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam  perundang-undangan 
pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.Kedua, 
dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan 
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yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. 
(A.S.Alam, 2010:16) 
Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis  pengertian sebagai 
berikut: 
1. Pengertian secara praktis (sosiologis) 
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang 
hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. 
2. Pengertian secara  religious 
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah 
Tuhan disebut kejahatan. 
3. Pengertian secara yuridis 
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan 
atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 
masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. 
 Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam 
(2010:18) menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang 
harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, 
misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan 
kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas 
legalitas) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
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4. Harus ada maksud jahat (criminal intent= mensrea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam 
Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang 
masih hidup dalam masyrakat secara moril, tetap dianggap sebagai 
kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan 
itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang 
kita kenal dengan “asas legalitas”. 
2. Pengertian Kejahatan Menurut Ahli (Yuridis) 
Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang 
kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti 
bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam 
masyarakat. Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan 
diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari 
sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana 
(KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut 
melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
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masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar 
dari sisi agama dan adat istiadat. 
Menurut Topo Santoso, (2001:12)  
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai 
macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-
bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. 
Menurut R. Soesilo,(1989:13) 
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku 
manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-
undang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan 
menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan 
masyarakat. 
Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak 
dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan 
ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk 
itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara 
legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari 
jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan. 
3. Unsur-Unsur Kejahatan  
Menurut A.S.Alam (2010:18) Untuk menyebut suatu perbuatan 
sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:  
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a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).  
b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang 
dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian 
tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP.  
c. Harus ada perbuatan (criminal act).  
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = meens rea).  
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.  
f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP 
dengan perbuatan.  
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.  
Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan 
berdasarkan beberapa pertimbangan:  
1. Motif pelakunya  
Bonger (A.S.Alam, 2010:21) membagi kejahatan berdasarkan motif 
pelakunya sebagai berikut:  
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyeludupan.  
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, Pasal 
284 KUHP.  
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
dan lain-lain. 
4. Kejahatanlain-lain(miscelianeaouscrime),misalnya penganiayaan, 
motifnya balas dendam.  
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2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi 
menjadi dua yaitu:  
1. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di 
dalam Buku Kedua KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian dan 
lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang 
pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.  
2. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku 
Ketiga KUHP. Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya 
hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang 
banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.  
3. Kepentingan statistik  
1. Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.  
2. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), misalnya 
pencurian, perampokan dan laian-lain.  
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul.  
4. Kepentingan pembentukan teori  
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. 
Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, 
cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan 
timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu 
pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:  
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1. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan 
pencopetan.  
2. .Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti 
pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan 
pelacuran.  
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. 
Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, 
penganiayaan dan lain-lain.  
5. Ahli-ahli sosiologi  
1. Violent personal crime, (kejahatan kekerasan terhadap orang). 
Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.  
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di 
toko-toko besar dan lain-lain.  
3. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti 
kejahatan kerah putih seperti korupsi.  
4. Political crime (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan 
spionase dan lain-lain.  
5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti 
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pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita 
melacurkan diri.  
6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Seperti perampokan 
dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.  
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan 
perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan 
lain-lain.  
8. Professional crime, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 
Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.  
 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara 
sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia 
yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam 
hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu 
yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah 
sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat 
atau anggota masyarakat. 
Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-
kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung 
dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah 
dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari 
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sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh 
mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang 
merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan 
teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:  
a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang 
mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik 
diantara kelas-kelas yang ada. 
b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori 
yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi 
dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, 
dan sebagainya. 
 
Teori Anomie 
Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini 
diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh 
E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara 
anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti 
tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma 
tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan 
yang lebih luas. 
Teori sub budaya delinkuen 
Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan 
remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan 
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remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari 
keluarganya. 
Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda 
diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, 
tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, 
penghargaan terhadap milik, dan sebagainya. 
Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam 
bukunya Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent 
Gang(1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) 
Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh 
Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan 
H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan 
teori yang diberi nama “differential opportunity system”, yang membahas 
geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak 
laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.  
Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur 
delinkuen, yaitu:  
a. Criminal sub culture, suatu bentuk geng yang terutama melakukan 
pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk 
memperoleh uang 
b. Conflict sub culture, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status 
dengan menggunakan kekerasan  
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c. Retreatist sub culture, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan 
diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari 
pelarian dengan menggunakan narkotika serta melakukan bentuk 
kejahatan yang berhubungan dengan itu. 
 
Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial  
Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak 
kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam 
perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap 
ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang 
termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial:  
1) Teori ekologis  
Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-
aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:  
a. Kepadatan penduduk 
b. Mobilitas penduduk  
c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi 
d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh  
2) Teori konflik kebudayaan  
Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik 
kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan 
norma-norma. 
3) Teori-teori faktor ekonomi  
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Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang 
fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, 
menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan 
pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. 
Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi 
mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara 
lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas. 
4) Teori differential association 
Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku 
kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. (I.S.Susanto.Op.Cit,hlm 44-
57).  
Dalam bukunya, A.S.Alam(2010:67-74), menyebutkan teori 
penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:  
a. Teori Labeling  
Tokoh-tokoh teori labeling adalah:  
1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si 
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang 
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik 
dan layak dalam situasi tersebut. 
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 
2 bagian, yaitu:  
 Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label; 
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 Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:  
 Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal; 
 Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan; 
 Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa; 
 Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan 
non kriminal; 
 Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling; 
 Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya; 
 Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana; 
 Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat; 
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 Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi 
dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the 
rejector. 
b. Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. 
Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara 
singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan 
peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal 
consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan 
bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang 
disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai 
suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “for the general 
good”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk 
mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan 
yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan 
pengorbanan yang sedikit mungkin. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya 
proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang 
siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat 
dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang 
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pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan 
penegakannya. 
c. Teori Radikal 
Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis 
dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young 
menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari 
masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, 
sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum 
perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi 
kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas 
selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan 
hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. 
 
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat 
meresahkan di samping itu juga mengganggu  ketertiban dan ketentraman 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal 
mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.   
Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, 
yaitu:  
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1. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam 
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.  Jadi, dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. 
Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
 
E. Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan   
Masalah perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan 
kejahatan yang terorganisir, tidak bersifat antar negara maupun dalam 
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negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan 
negara, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan 
martabat dan dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, sehingga harus 
diberantas. 
Menurut Moeljatno (1993:54), bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, 
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian tersebut. 
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 
karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada 
hubungan yang erat pula atau menghambat akan terlakasananya tata dalam 
pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Roeslan Saleh, 
1983:13) 
Jadi, dari kedua pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan dapat diancam pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, 
dan perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat dalam arti 
bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam 
pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 
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Oleh karena itu, trafficking atau perdagangan orang dapat dikatakan 
sebagai suatu kejahatan, karena trafficking merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu UU PTPPO. 
 
1. Pengertian Perdagangan Orang 
Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala 
tindakan pelaku trafficking yang mengandungsalah satu atau lebih 
tindakan, perekrutan,pengangkutan antar daerah dan negara, 
pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan 
sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan 
fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi 
kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, 
terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll, memberikan atau 
menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak 
digunakan untuk tujuanpelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk 
Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, 
penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri 
pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk 
eksploitasi lainnya. 
Pada tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah 
resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. 
Dalam resolusi ini, defenisi perdagangan manusia telah mencakup 
dimensi yang semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan 
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orang secara tidak sah dan secara diam-diam melintasi batas nasional 
dan internasional.  
Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari negara 
berkembang dan beberapa negara yang berada pada transisi ekonomi, 
dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke 
dalam situasi yang opresif dan eksploitatif baik secara seksual maupun 
ekonomis untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan 
sindikat kejahatan, juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan 
dengan perdagangan manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja 
domestik,perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan 
adopsi palsu (SulistyowatiIrianto,dkk,2005:17). 
Setahun kemudian, dalam sidang Umum tahun 1995, Sekjen 
PBB pada sesi ke-50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan 
tahunannya, Sekjen PBB mempertajam  defenisi dan dimensi 
perdagangan sebagai berikut.:  
Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional 
perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit tentang 
perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus 
melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek-praktek penipuan. 
Perdagangan manusia yang melampaui batas-batas 
internasional sudah pasti praktek illegal. Sebuah pertanyaan patut 
dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi 
illegal? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu 
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dengan yang lainnya. Migrasi yang melewati batas-batas negara tanpa 
dokumen tidak sah selalu ada unsur paksaan atau terjadinya 
eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seorang dapat 
diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaanya 
dengan melihat tujuan dari pelintasan batas negara di mana gerakan 
terjadi melalui orang lain sebagai instrumen. Di bawah perbedaan ini, 
perdagangan anak dan perempuan biasa didefenisikan ke dalam 
kategori tujuan akhir memaksa perempuan dan anak ke dalam situasi 
yang opresif dan eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi. Pada 
kenyataannya, hal ini dilakukan “untuk keuntungan dari perekrut, 
pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal.  
Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang 
menyerukan pemerintah negara-negara anggota PBB untuk 
mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di 
Beijing  tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi 
internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan, 
mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk 
menghubungkan faktor-faktor penyebab, termasuk faktor-faktor 
eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan 
untuk tujuan prostitusidan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin 
paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya 
penghapusan perdagangan perempuan.  
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Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, 
memberantas, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya 
perempuan dan anak (2000), suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk melawan Organisasi Kejahatan Lintas batas, 
mendefenisikan perdagangan manusia khususnya perempuan dan 
anak, sebagai:  
perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan 
atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, 
kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, 
atau memberi, atau menerima pembayaran atau memperoleh 
persetujuan dari seorang yang berkuasa  atas orang lain untuk tujuan 
eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk 
melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi 
seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-
praktek serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ 
tubuh.(Dian Rezki Augusmi, 2011:25) 
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2. Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2007 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai 
negara termasuk indonesia dan negara-negara yang sedang 
berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi 
di daerah perkotaan, tetapi juga daerah perdesaan, dan korbannya 
tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta 
rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi 
korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta 
situasi. 
Dalam UU PTPPO Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa: 
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, 
penjeratan ulang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
terekploitasi. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Perdagangan Orang.2009). 
 Pasal-pasal yang melarang perdagangan wanita yaitu : 
 Pasal 2  
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
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penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  
(2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 Pasal 3  
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 Pasal 4  
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 Pasal 5  
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 
 Pasal 6  
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 
 Pasal 7  
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban 
menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular 
lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu 
atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat 
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.  
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya 
korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda 
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
 
Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian 
trafficking diatas. Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, 
mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. 
Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang 
meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, 
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, 
setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, 
kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ 
tubuh.(www.menkokesra.go.id). 
 33 
Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa 
perdagangan orang (human trafficking) bukan suatu kejahatan pidana 
biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan 
dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa 
kategori bisa diambil dalam menafsirkan undang-undang tersebut 
yaitu: pelaku human trafficking bisa seseorang, kelompok 
orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan 
sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap 
korban. Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan 
seperti perempuan dan anak-anak. Praktek trafficking telah membatasi 
bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya 
manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan (not for 
sale), hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia. 
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak 
Asasi Manusia Menyatakan ; ”Negara Republik Indonesia 
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan  
tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, 
dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Hal 
ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 
tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi 
manusia  dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan 
kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, 
negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, 
baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan 
moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil 
langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia. 
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 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan :  
“(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati 
nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
dalam semangat persaudaraan;  
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum 
dan perlakuan yang sama di depan hukum;  
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hal ini berarti 
bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak dasar 
pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, 
dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak 
tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 
hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta 
hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, 
utamanya kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), 
tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. 
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan; “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 
oleh siapapun”. Hal ini berarti Pasal 4 diatas telah menyebutkan 
hak-hak dasar manusia yang sama sekali tidak dapat diganggu 
oleh siapapun dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun” disini,termasuk keadaan perang, sengketa 
bersenjata, dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal 
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan 
kedalam kejahatan terhadap manusia. 
 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan ;  
“(1) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang 
berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan 
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yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan 
hukum,  
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang 
adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak;  
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 
berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan hukum lebih 
berkenaan dengan kekhususannya’. Dalam hal ini, yang tergolong 
dalam masyarakat yang rentan,yakni orang lanjut usia, anak-anak, 
fakir miskin, wanita serta penyandang cacat. 
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan ; 
” (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah;  
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. 
Hak adat yang secara nyatamasih berlaku dan dijunjung tinggi di 
dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan 
dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan 
memperhatikanhukum danperaturan perundang-undangan. Dalam 
rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional 
masyarkat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi 
sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum 
yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 
 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan;  
”(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 
nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi 
manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia danhukum 
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 
negara Republik Indonesia;  
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara 
Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi 
hukum nasional”. Yang dimaksud dengan upaya hukum disini 
adalah jalanyang dapat  ditempuh oleh setiap orang atau kelompok 
orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang 
disediakan oleh hukum Indonesia. Dalam Pasal ini dimaksudkan 
bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya 
hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion 
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of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat 
nasional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan 
tanggapan dari forum hukum nasional. 
 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan ; ”Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 
tanggung jawab Pemerintah”. Yang dimaksud dengan 
perlindungan, dalam Pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi 
manusia. 
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan ;  
”(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya;  
(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin”. Dalam hal ini, setiap orang berhak atas 
kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi 
yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. 
 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan ;   
”(1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;  
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak 
bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, 
yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang 
lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan 
apapun dan dari siapapun terhadap calon suami  dan atau calon 
istri. 
 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi; ”Setiap orang berhak atas pemenuhan 
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. 
 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi; ”Setiap orang berhak atas perlindungan 
bagi pengembangan peribadinya untuk memperoleh pendidikan, 
mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar 
menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, 
berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 
manusia”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu di Polres dan 
Pengadilan Negeri Makassar . Alasan Penulis memilih Kota Makassar sebagai 
lokasi penelitian karena di Kota Makassar banyak indikasi praktek tindak 
pidana perdagangan orang, khususnya wanita. Sehingga penelitian ini sangat 
tepat apabila dilakukan di Kota Makassar.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang 
diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan 
disaksikan sendiri oleh Penulis.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian 
buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat 
kaitannya dengan skripsi ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam teknik pengumpulan data Penulis menggunakan dua metode 
yaitu: 
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1. Wawancara  
Dalam teknik wawancara Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada 
pihak responden dalam hal ini pihak polres Makassar, serta tentunya 
pelaku langsung kepada objek penelitian dalam hal ini oknum yang 
memperdagangkan wanita.  
2. Penelitian Pustaka  
Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, Penulis melakukan 
dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.  
 
D. Analisa Data  
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi 
umum yang akan Penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil 
penelitian (skripsi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Jumlah Kasus  Perdagangan Orang yang Terjadi di Kota Makassar  
sepanjang Tahun 2012-2014 
No Tahun Jumlah Perkara Keterangan 
1 2012 1 Putus 
2 2013 3 Putus 
Jumlah 4 Putus 
Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 
2012-2014 ada 4 kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Makassar. 
hasil penilitian di lapangan, Penulis memperoleh beberapa kasus,  seperti 
kasus baru-baru ini, Polres Makassar menangkap seseorang yang diduga kuat 
sebagai sindikat tindak pindana perdagangan wanita di Kota Makassar. Asran 
ag. Alias chaca adalah seorang mucikari. Modus operandi yang dimainkan 
yaitu melakukan perdagangan perempuan untuk melayani tamu yang 
membutuhkan teman kencan untuk berhubungan seks. Untuk membongkar 
kejahatan tersebut, seorang anggota polri melakukan penyamaran dengan 
berpura-pura sebagai lelaki hidung belang untuk melakukan penyelidikan, dan 
akhirnya ditangkap bersama barang bukti berupa, 2 paket alat kontrasepsi, 1 
buah tas salempang, 1 unit handphone, dan sejumlah uang, yang merupakan 
transaksi disalah satu hotel di jl. A. P. Pettarani makassar. Tersangka diproses 
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sesuai dengan pasal 2 ayat(1) UU RI No.21 Tahun 2007, tentang 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, berupa pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh 
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
Selain kasus diatas, ada beberapa kasus yang penulis teliti, yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu kasus dengan Putusan Nomor 
2024/Pid.B/2012/PN.Mks, kasus dengan Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks, dan kasus dengan Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks. Dari ketiga kasus tersebut modus operandinya 
sama, yaitu untuk diperdagangkan melayani pria hidung belang. 
 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Perdagangan 
Orang Di Kota Makassar 
Dalam lintas waktu, perdagangan orang menjadi isu yang terus 
menggelinding dan sering terdengar diberbagai media massa, baik cetak 
maupun elektronik. Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan dengan 
tujuan mengeksploitasi anak dan perempuan, dikarenakan anak dan 
perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan, terutama yang 
tingkat pendidikannya rendah dan taraf kehidupan ekonomi keluarganya tidak 
memadai. 
Modus operandi perdagangan orang saat ini dilakukan dengan 
berbagai macam. Faktor ekonomi dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan 
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kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang bersangkutan. Dalam 
perdagangan orang, meskipun ada juga laki-laki akan tetapi mayoritas korban 
perdagangan orang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Tidak jarang 
angan-angan untuk bekerja ditempat yang diinginkan, teryata menjerumuskan 
mereka ke kubangan dunia pelacuran dan lainnya.  
Perdagangan orang terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia 
terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif sektor 
informal, perburuhan anak, perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan 
berkedok pernikahan, yang sebelumnya telah ada dan diterima masyarakat, 
sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran 
terhadap hak asasi manusia dari individu yang terlibat. Pekerjaan-pekerjaan 
sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, pekerja anak, 
serta pengantin pesanan diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan 
perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. 
Pelaku perdagangan orang kerap digambarkan sebagai bagian dari 
organisasi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Meski gambaran tersebut 
ada benarnya dalam sebagian kasus namun ada juga pelaku perdagangan yang 
bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, mereka bekerja merekrut 
dan mengirim tenaga kerja secara independen, baik secara kelompok maupun 
individu, dan ada juga tokoh masyarakat di daerahnya. 
Namun, banyak dari aktor yang terlibat dari perdagangan orang ini, 
sebagian terlibat langsung, tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Berikut 
ini pelaku perdagangan orang antara lain: 
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1. Agen / calo 
2. Pemerintah 
3. Majikan 
4. Pemilik dan pengelola rumah bordil 
5. Orang tua dan sanak saudara 
6. Suami, ternan, keluarga terdekat, dls. 
Berdasarkan wawancara Penulis dengan anggota reskrim polres  bahwa 
indikasi kejahatan perdagangan orang sangat banyak. Namun aparat sulit 
mengungkap akibat masih terkendala oleh beberapa hal:  
 Modusnya sangat rapi dan terselubung 
 Rendahnya kemauan dari pada korban dan keluarga korban untuk 
melaporkan kasus yang dialaminya, hal ini biasa terjadi karena adanya 
intimidasi dari pihak-pihak tertentu, selain itu juga ketidaktahuan korban 
mengenai prosedur pengaduan kasus yang dialaminya 
 Korban seringkali dibuat tidak berdaya dan tidak sadar bahwa dirinya telah 
menjadi objek perdagangan 
 Kelicikan para pelaku kejahatan dengan memutus akses keluar sehingga 
korban sulit meminta pertolongan dari luar dan  
 Pekerjaan korban memang sebagai PSK.  
Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah 
perdagangan orang di Kota Makassar namun tidak ada satu pun yang 
merupakan sebab khusus terjadinya trafficking di Indonesia. Trafficking 
disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi 
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serta persoalan yang berbeda- beda. Dapat disimpulkan beberapa faktor, antar 
lain: 
1. Kemiskinan 
Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga 
kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan 
kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang 
mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula 
yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat 
menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko 
menjadi korban perdagangan manusia. 
2. Kemalasan 
Malas mengakibatkan sikap enggan atau tidak mau berupaya bekerja, suka 
berpangku tangan hal ini juga dapat mengakibatkan seseorang memilih 
jalan pintas untuk mencari uang. 
3. Krisis Ekonomi 
Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya tindak kejahatan, 
4. Pernikahan dini 
Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan 
terhadap pereeraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual 
komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia 
diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika 
mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan 
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dini masih berianjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah 
sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 
tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-
ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan 
tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. 
Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang 
melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan 
(kehamilan prematur, penyebaran HlV / AIDS), pendidikan terhenti, 
kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan 
tingkat perceraian yang tinggi.  
5. Rendahnya Pendidikan 
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa rata-rata korban trafficking itu 
merupakan perempuan dan anak-anak. Data yang penulis dapatkan 
dilapangan menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir dari si 
korban, itu hanya tamatan SD dan SMP, dan adapula yang boleh dikatakan 
putus sekolah. Hal inilah yang kadang menyebabkan orang-orang tersebut 
kerap kurang memahami resiko apa yang dapat mereka jumpai ketika 
mereka melakukan suatu pekerjaan akibat kurangnya pengetahuan yang 
mereka miliki. 
6. Lemahnya penegakan hukum 
Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem 
hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. 
Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang 
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mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku 
kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem 
tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau 
menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan 
praktik pedagangan / trafficking semakin meningkat dan masih 
berlangsung. 
7. Minimnya kesempatan kerja 
Dengan basic pengetahuan atau pendidikan yang hanya tamatan SD, 
SMP,SMA, maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak mungkin agak 
sulit, dengan pengetahuan yang rendah pula. Apalagi di kota-kota besar 
seperti ini, orang bisa diterima kerja ditempat yang layak dengan melihat 
pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh orang tersebut. Sehingga, 
akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan sementara harga kebutuhan hidup 
meningkat, menyebabkan orang menutup mata untuk pekerjaan apapun. 
Banyaknya perempuan yang berada dalam kubungan kemiskinan 
ataupun mereka yang terputus sekolahnya, mendorong berbondong-bondong 
mencari rupiah ke luar daerah atau bahkan sampai ke luar negeri. Desakan 
kondisimemprihatinkan ituah yang pada akhirnya menyebabkan para pencari 
kerja kurang memperhatikan ancaman yang akan terjadi. Mereka begitu mudah 
terpukau dengan iming-iming pekerjaan yang menjajikan gaji besar, tanpa 
menelisik lebih dalam tentang resiko yang bakal didapatinya kelak. Akibatnya, 
banyak para pekerja (perempuan) yang terjerembab dalam jeratanperdagangan 
orang. 
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Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan pada manusia yang 
merupakan bentuk praktek perbudakan jaman moderen. Perdagangan orang 
atau trafficking terutama untuk tujuan eksploitasi seks adalah kegiatan 
kejahatan yang untung besar resiko kecil yang menghancurkan kualitas 
kehidupan dan bahkan terkadang menghilangkan kehidupan dari para korban     
Banyak korban perdagangan orang yang tidak berani melapor ke pihak 
yang berwajib dengan alasan mereka malu untuk mengungkapkan masalah 
mereka. Dan yang menjadi masalah mereka ikut menjadi migran dikarenakan 
kehidupan mereka yang miskin dan ingin meningkatkan taraf hidup mereka. 
Faktor inilah yang menjadikan mereka ingin merantau dan bekerja diluar 
negeri karena menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki taraf hidup bagi 
keluarga mereka, terutama yang sedikit atau sarna sekali tidak memiliki apa-
apa untuk dijadikan usaha.  
Perdagangan orang biasanya terjadi di beberapa daerah, termasuk di 
kota Makassar. Di mana kadang makassar menjadi daerah pengirim, menjadi 
daerah penerima ataupun daerah transit. Daerah pengirim asal adalah daerah 
korban yang biasanya merupakan daerah yang minim dan biasanya daerah 
pedesaan yang relatif miskin. 
Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang (Faktor Kriminogen) adalah: 
a. Faktor Internal 
Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan 
kualitas manusia (khusunya korban), yang umumnya menjadi pendorong 
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untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Hal ini disebabkan 
karena: 
a. Keinginan untuk mencari pengalaman kerja 
b. Adanya goadaan untuk memperoleh gaji / penghasilan yang tinggi 
c. Tidak adanya peluang kerja didaerah asal (umumnya dipedesaan) 
d. Pola hidup konsumenisme 
e. Tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah) 
f. Perasaan bosan untuk tinggal didaerah asal (pedesaan) 
g. Adanya tingkat kekerasan dalam rumah tangga 
h. Melihat orang lain yang sukses bekerja di luar daerah 
i. Tidak perlu memiliki keterampilan khusus 
j. Adanya dorongan orang tua/keluarga (kebutuhan ekonomi) 
k. Adanya permintaan yang tinggi/kesempatan kerja sebagai pembantu 
rumah tangga 
b. Faktor Ekstemal 
Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu: 
a. Budaya masyarakat yaitu tidak adanya kesetaraan gender 
b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum 
terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 
c. Kondisi daerah (konflik, bencana alam) 
Dari berbagai faktor terkait dengan posisi korban dalam hubungannya 
dengan pelaku kejahatan, artinya bahwa dimana dalam ukuran intensitas 
tertentu antara korban dengan pelakunya, maka presentasenya cukup kecil.  
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Hubungan horizontal antara laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh 
pihak laki-laki untuk berekperimen melakukan dan membenarkan 
perbuatannya yang kontra produktif dan sangat tidak manusiawi. 
Jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali 
bersifat sementara, hal ini dimungkinkan karena seseorang yang tadinya 
dianggap sebagai korban TPPO, tetapi pada akhimya korban dapat menerima 
keadaan, tidak merasa sebagai korban, karena merasa diuntungkan oleh 
kondisi yang terjadi. Korban TPPO diketahui secara pasti apabila mereka 
merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang dipercaya dan 
dianggap dapat membantu menguruskan kasus yang terjadi. Pihak-pihak yang 
dapat dianggap membantu korban biasanya instansi pemerintah (gugus tugas), 
lembaga Swadaya masyarakat, lembaga advokasi hukum seperti Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH), dan apabila dianggap tidak memenuhi sesuai 
keinginan, korban baru melapor keaparat pemerintah (polisi dan gugus tugas). 
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B. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan 
orang di Kota Makassar. 
 
Menghadapi kebobrokan hukum dan peradilan ini membuat 
masyarakat menjadi tidak bermoral (normless) dan tidak mempercayai hukum 
(losing trust). Hukum seolah-olah dapat dimainkan, diplintir, bahkan hanya 
berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial tinggi, keadaan yang 
demikian membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan. Tidak terlalu 
berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah 
kehilangan kepercayaan dari masyarakat termasuk dalam trafficking 
perempuan dan anak. Masyarakat menjadi apatis, mencomohkan dalam 
keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadialan jalanan (street justice). 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannnya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan 
hukum sebagaimana dimaksudkan diatas, dibutuhkan suatu organisasi yang 
cukup kompleks, tanpa adanya organisasi terse but (Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) hukum tidak dapat dijalankan 
dalam masyarakat. 
Keempat elemen tersebut diatas merupakan instrument hukum pidana 
yang sangat penting dalam karangka penegakan hukum, karena itu harus dapat 
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menajalin hubungan kerjasama untuk dapat dikatakan integratet criminal 
justice system. 
Sekalipun berbagai rencana strategi dan upaya penanggungan sudah 
direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak 
kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 
Atas dasar itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum adalah upaya 
menyelaraskan dan menserasikan adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah 
dan pola perilaku dalam penerapan hukum. Ketidakserasian ini terjadi apabila 
antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah 
menjadi bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dan 
menggunakan kedamaiaan pergaulan hidup. 
Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan 
semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam 
kenyataannya di Indonesia kecendrungannya demikian, sehingga pengertian 
penegakan hukum (law enforcement) juga dapat berupa melaksanakan 
keputusan-keputusan hakim. 
Demikian juga dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, 
tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum. Upaya yang dapat 
dilakukan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang saja, tetapi justru 
pada implementasi penerapan kebijakan dari pemerintah. Karena itu, dalam 
realita upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tidak dapat 
disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung 
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dari akar penyebabnya. Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia 
yang sangat beragam dan beraneka ragam coraknya. 
Masyarakat Indonesia, mempunyai pendapat-pendapat tertentu 
mengenai hukum, sebagian masyarakat mengartikan dan mengidentifikasi 
hukum dengan petugas, sebagian lagi mengartikan dengan hukum tertulis 
(Undang-Undang). Padahal dalam tataran yang luas, hukum tidak hanya 
hukum tertulis/undang-undang saja, melainkan ada lagi yang dinamakan 
putusan hakim/Yurisprudensi. Meskipun begitu, berbagai upaya yang 
signifikan telah dilakukan. Pemerintah memperbaiki tindakan penegakan 
hukum atas kejahatan tindak pidana perdagangan orang.  
Tujuan hukum pada dasarnya untuk memelihara ketertiban, 
menciptakan ketentraman, membuat masyarakat aman dan menjunjung tinggi 
keadilan, sehingga penegakan hukum ketika ada tindak pidana, para penegak 
hukum berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti halnya kasus perdagangan anak 
untuk dijadikan alternative untuk mengatasi, menjawab, memberikan solusi 
terhadap masalah penyimpangan moral terhadap kejahatan atau tindak pidana 
yang terjadi ditengah masyarakat. 
Menurut Teguh Prasetyo (2010: 7), hukum pidana bertujuan untuk: 
 Menakuti untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai 
melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).  
 Mendidik orang yang pernah telah melakukan kejahatan menjadi orang 
yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya 
(aliran modern).  
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Pidana adalah suatu reaksi atas delik (phinishment) dan berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpakan oleh lembaga negara terhadap pembuat tindak 
pidana. Tujuan diberikannnya sanksi pidana antara lain :  
1. Secara ideal sanksi hukuman pidana merupakan sanksi yang bersifat 
ultimum remedium, artinya setelah sanksi lain tidak lagi ampuh 
diterapkan.  
2. Sanksi pidana merupakan reaksi jawaban atau solusi terhadap terjadinya 
suatu kejahatan atau tindak pidana.  
3. Merupakan pembinaan.  
       Penjatuhan sanksi pidana dilihat dari aspek perkembangan tujuan 
penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut: 
1. Pembalasan (revoge) seorang yang menyebabkan kekerasan dan 
malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini 
wajib diberikan agar pelaku kejahatan menderita sama dengan orang 
yang ditimpakan kepada orang lain, dalam masyarakat primitive 
pidana merupakan pembalasan atas tindak pidananya;  
2. Penghapusan dosa (expiation), tujuan hukum pidana dalam arti 
penghapusan dosa merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia, 
tujuan ini berakar pada pemikiran religius;  
3. Menjerakan (detterent), alasan pembenaran mengenai tujuan penjara 
ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh 
Negara akan mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana;  
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4. Tindakan terhadap masyarakat (protection of the public), system 
pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota 
masyarakat yang taat pada hukum, dengan demikian tindak pidana 
dalam masyarakat akan menurun;  
5. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal), tujuan ini 
paling banyak diajukan orang modern karena pidana itu harus 
diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si 
penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan tindak pidana  
 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa ada beberapa langkah-
langkah  untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di Kota Makassar, 
yaitu: 
1. Memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasaan yang cukup tentang 
lembaga penyaluran tenaga kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, 
mengingat modus operandi perdagangan orang dengan janji akan diberikan 
pekerjaan. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat ini amatlah penting 
sebagai modal pokok untuk memutus atau menanggulangi perdagangan 
orang tersebut. Dengan demikian jika masyarakat sebagai basis rekruitmen 
sudah memiliki pengetahuan yang memadai, tentunya akan membuat para 
pelaku perdagangan orang kesulitan untuk merekrut calon korban 
perdagangan. 
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2. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan keahlian, 
keterampilan, dan bantuan-bantuan lain yang dapat memberikan kontribusi 
terhadap kebutuhan hidup masyarakat. 
3. Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak 
mereka yaitu melalui sosialisasi. Dimana dizaman sekarang untuk 
memperoleh lapangan pekerjaan yang dipertimbangkan adalah 
pendidikannya. Artinya bahwa ketika pendidikan rendah maka kesempatan 
kerja pun minim. 
4. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-
hal yang dicurigai sebagai tindak pidana perdagangan orang kepada pihak 
yang berwenang dengan cara memberikan informasi kepada yang 
berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya 
kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus 
kepada terjadinya kejahatan tersebut. 
Ada beberapa upaya penanggulangan yang dapat di tempuh untuk 
mengurangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu: 
 Karena salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan 
orang adalah kemiskinan, maka dari itu perlu adanya perluasan lapangan 
pekerjaan. 
 Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku 
perdagangan orang hingga jerah. 
 Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran strategis 
tersebut adalah dengan menyediakan perangkat hukum yang dapat 
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menjerat para pelaku perdagangan orang, sehingga para pelaku menjadi 
jerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan kondisi demikian 
masyarakat akan merasa lebih aman dan telindungi dari kejahatan 
perdagangan orang, keberadaan perangkat hukum itu harus diimbangi 
dengan ketegasan dan keseriusan para penegak hukum. 
 Pendalaman ajaran agama 
        Dari beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan diatas pihak 
yang berwenang harus serius dan melaksanakanupaya-upaya tersebut 
secara berkesinambungan, supaya masyarakat mempunyai pengetahuan 
dan wawasan yang cukup tentang lembaga penyaluran tenaga kerja yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan bahaya perdagangan orang yang 
mengancamnya, pengetahuan dan kesadaran masyarakat ini amatlah 
penting sebagai modal pokok untuk memutus atau menanggulangi 
perdagangan orang tersebut, jika masyarakat sebagai basis rekruitmen 
sudah memiliki pengetahuan yang memadai, tentunya juga akan membuat 
para calo kesulitan untuk merekrut calon tenaga kerja. Masyarakat juga 
harus berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal yang dicurigai 
sebagai tindak pidana perdagangan orang kepada pihakyang berwenang.  
Akan tetapi, mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan 
yang beroperasi diam-diam, maka dari pada itu kepada masyarakat umum, 
lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar masyarakat ikut 
berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara 
memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan 
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atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal 
yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perdangangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari 
bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk 
ke dalamnya adalah kemiskinan, kemalasan, krisis ekonomi, pernikahan 
dini, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya 
kesempatan kerja. 
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
A. Upaya pencegahan  
 Memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasaan yang cukup 
tentang lembaga penyaluran tenaga kerja.  
 Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan 
keahlian, keterampilan, dan bantuan-bantuan lain. 
 Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi 
anak-anak mereka yaitu melalui sosialisasi.  
 Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan 
melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana 
perdagangan orang kepada pihak yang berwenang.  
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B. Upaya penanggulangan  
 perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan. 
 Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-
pelaku perdagangan orang hingga jerah. 
 Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini 
 Pendalaman ajaran agama  
 
B. SARAN 
Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan tersebut diatas, sudah 
layaknya pemerintah mengeluarkan peraturan hukum, yang tujuannya adalah:  
1. melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan, 
mewujudkan keadilan, dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakt. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional 
yang dijalankan Indonesia, yaitu hukum berperan sebagai sarana untuk 
melakukan dan mengendalikan perubahan dan pembangunan masyarakat. 
2. Hukum yang akan dan telah diciptakan, harus dapat mengikuti dan 
mengatur setiap perubahan masyarakat. Sekalipun upaya-upaya tersebut 
telah, sedang dan akan dilaksanakan, namun yang paling utama untuk 
mewujudkannnya adalah semangat dari seluruh masyarakat Indonesia 
untuk selalu berupaya mencegah tindak pidana perdangangan orang, 
karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan 
disamakan dengan perbudakan modern. Oleh karena itu, pencegahan 
tindak pidana perdangangan orang bukan hanya tugas pemerintah saja, 
melainkan tugas bersama komponen masyarakat. Dengan kata lain, upaya 
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pencegahan tindak pidana perdangangan orang merupakan kegiatan dari 
aparat, pejabat yang terlibat dengan mengikut sertakan masyarakat yang 
diawali dari pembuatan hukum (law making), maupun penerapan hukum 
(law enforcement), sesuai dengan peran sertanya. 
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